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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenism penelitiann yangm digunakanm dalamn penelitianm inip 

adalahm Yuridism Empirism.
1
 Penelitian yuridis empiris merupakan 

sebuah penelitian hukum mengenai pemberkuasaan ketentuan hukum 

normative secaras ins actions padas setiaps peristiwas hukums tertentus 

yangs terjadis dalams masyarakats.
2
 Penelitian terhadap identifikasi 

hukum(hukum tidak tertulis) dimaksut untuk mengetahui hukum yang 

tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum 

tidak tertulis dalam system hukum di Indonesiam yaitu hukum adat dan 

Hukum Islam. Penelitians tersebut, peneliti harus berhadapan langsung 

warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak 

peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.
3
 

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dikarenakan 

ingin mengetahui serta menganalisis tentang peran Kepala Desa untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi 

kependudukan Hal ini dilatarbelakangi dengan kurangnya pengetahuan 

masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan sehingga perlu 

adanya bantuan instansi pemerintahan lebih dalam khususnya Kepala Desa 

menyelesaikan kendala yang dialami masyarakat untuk mengurus

                                                           
1
 Sumber Data Primer, diolah Januari 2018  

2
 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian , Citra aditya Bhakti, 

Bandung,2004,hlm 134 
3
 Zainuddin ali, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 31 
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 administrasi kependudukan dan memberikan solusi lebih baik 

dengan adanya berbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat 

tersebut.
4

                                                           
4
 Sumber Data Primer, diolah Januari 2018 
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B. Pendekatan Penelian  

Pendekatans penelitiand yangd digunakand dalamd penelitiand inis 

adalahs pendekatand yuridis sosiologis,
5
 mengingat akan mengenai 

peraturan yang berlaku pendekatan penelitian yang berdasarkan ruang 

lingkup sosiologis hukum serta tidak hanya mengkaji hukum normative 

saja, akan tetapi bagaimana peraturan yang berlaku pada kenyataan 

didalam masyarakat. Sehingga diharapkan penulis dapat lebih mudah 

dalam mengetahui dan menganalisis pada permasalahan-permasalahan 

hukum yang terjadi dari ospek hukum secara normative dengan 

mengkaitkan pada kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam peraturan yang 

berlaku. Pendekatan tersebut tidak lain digunakan untuk mendapatkanm 

informasim darik berbagaik aspeko mengenail isuk yangk sedangl dicobak 

untukk dicarim jawabannyam .
6
 

Pendekatan Historis (historical approach), pendektan historis 

dilakukan dalam kerangka pelancaran sejarah lembaga hukum dari waktu  

ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami 

filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, malalui 

pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan 

perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. 
7
 

 

 

                                                           
5
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6
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitin Hukum : Edisi Revisi (Cetak ke-8), Kencana 

,Jakarta, 2013,hlm 133 
7
 Peter Mahmud, Penelitian Hukum,Kencana,Jakarta,2007,hlm 126 
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C. Alasan Pemilihan lokasi 

Penelitian ini dilakukan di Desaa Laweyana Kecamatana 

Sumberasiha Kabupatens Probolinggo. 
8
Pada dasarnya Kabupaten 

Probolinggo dibagai atas 325 Desa dan 5 Kelurahan di 24 Kecamatan. 

Menurut berita yang dimuat secara online Bupati Probolinggo, Hj Tantiana 

Sari SE, Terdapat 100 ribu warga Kabupaten Probolinggo hingga kini 

belum terekam KTP-El.
9
 Salah satunya Desa Laweyan Kecamatan 

Sumberasih Kabupaten Probolinggo, dimana menurut peneliti memiliki 

unsure das sein dan das solen data yang didengar oleh peneliti dari 

masyarakat, peran kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 

akan pentingnya administrasi kependudukan belum trasparan kepada 

masyarakat desa dalam penyelesaian permasalahan admistrasi 

kependudukan,serta belum berjalannya rencana bagaimana solusi 

kedepannya agar warga Desa Laweyan lebih paham akan pentingnya 

memiliki administrasi kependudukan khususnya Kartu Keluarga dan KTP-

El. Jumlah penduduk Desa Laweyan yang tidak memiliki KTP-El telah 

dijelaskan pada latar belakang masalah.
10

 

 

 

 

                                                           
8
 Sumber data Primer, diolah Januari 2018 

9
 Berita online 100 ribu warga Kab.Probolinggo belum terkam e-ktp, 

http://harianbhirawa.com/2017/02/100-ribu-warga-kab-probolinggo-belum-terekam-e-ktp/ diakses 

28 september 2017 
10

  Sumber Data Primer, diolah Januari 2018 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini 

menggunakan 2 jenis data, yaitu meliputi : 

1. Jenis Data Primer 

Jenis data primer adalah data dasar asli yang diperoleh 

penelitian dari tangan pertama, dari sumber aslinya yang belum diolah 

dan diuraikan orang lain. 
11

Data primer tersebut dapat diperoleh dari 

wawancara langsung terhadap pemahaman dan pengetahuan dari 

Selain itu penggambilan data dapat diperoleh dari masyarakat, yang 

mengetahui kendala yang mereka hadapi saat mengurus administrasi 

kependudukan. Pengambilan wawancara yang paling utama dilakukan 

dengan Kepala Desa Laweyan untuk mengetahu bagaimana strategi 

Kepala Desa dalam meningkatkan kesadan masyarakan akan tertib 

administrasi kepedudukan.
12

 Pengambilan data secara wawancara 

dengan setiap Ketua Rukun Tetangga disetiap dusun untuk 

mensiknifikan hasil dari wawancara dengan masyarakat secara 

langsung. Wawancara dilakukan dengan petugas loket pembuatan 

KTP-El di Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dan 

melakukan wawancara dengan Perangkat Desa Laweyan menegenai 

permasalahan masyarakat Desa Laweyan terkait KTP-El.
13

 Teknik data 

primer menggunakan kuesioner sebanyak 350 masyarakat Desa 

                                                           
11

 Ronny Hanitiyo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, hlm 52 
12

  Sumber data primer diolah Januari 2018 
13

 Sumber Data Primer, diolah Januari 2018 
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Laweyan untuk memastikan kebenaran antara wawancara dengan 

kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Laweyan.
14

 

2. Jenis Data Sekunder 

Datas sekunders adalahs datas yangs diperolehs melalui bahan 

kepustakaan.
15

 Data sekunder dapat dipergunakan untuk menunjang 

data primer yang dapat diperoleh oleh penulis. Data sekunder ini dapat 

berupa arsip-arsip atau data yang terkait dengan Peran Kepala Desa 

Laweyan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

administrasi kekependudukan Data sekunder dalam penelitian ini 

meliputi :
16

 

a. sUndang-Undangx sDasar dNegaras dRepublik Indonesiad 

Tahunm 1945m 

b. dUndang-undangs fRepublik Indonesiaf Nomorf 24f Tahund 

2013f Tentangf Perubahang Atasf fUndang-Undangf Nomorf 

23f Tahunf 2006g Tentange Administrasit Kependudukanj 

c. jUndang-undangn jRepublik mIndonesia Nomorm 6m tahunm 

2014m tentangm Desam 

d. nUndang-undangm mRepublik Indonesiam Nomorm 23m 

tahunm 2014m tentangm Pemerintahm Daerahm 

                                                           
14

 Ibid  
15

 Ibid 
16

 Ibid   
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e. dPeraturan fDaerah sKabupaten Probolinggos Nomorf 05g 

Tahung 2008f Tentangg Penyelenggaraanf Administrasig 

kependudukanf Kabupateng Probolinggof 

Sumbern datan  yangn digunakanm dalamm penelitianm inin 

menggunakann 2 sumberm datamn yangn meliputin : 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumbers datas yangs diperolehs 

langsungs daris sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun 

laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh 

peneliti dalam bentu penelitian.
17

 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan wawancara secara langsung kepada perwakilan Masyarakat 

Desa Laweyan khususnya yang tidak memiliki KTP-el dengan 

melakukan pengumpulan data dengan memberikan 350 kuesioner, 

Kepala Desa Laweyan, Ketua Rukun Tetangga (RT) setiap dusun, 

perangkat Desa Laweyan dan petugas loket pemuatan KTP-El di 

Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Dalam hal ini yang 

terkait dengan penelitian strategi peran Kepala Desa Laweyan dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi 

kependudukan.
18

 

 

                                                           
17

 Zainuddin ali, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 106 
18

 Sumber Data Primer, diolah Januari 2018 
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperolehs 

daris peraturans sperundang-undangans, sdokumen-dokumens resmi 

dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. 
19

 

Sumberm datam sekunderm dalamm penelitiann inin diperoleh 

melalui : 

a. Kantor Desa Laweyan 

b. Kantor Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo 

c. Pusat Dokumentasi dan Studi Ilmu Hukum Universitas 

Brawijaya Malang 

d. DISPENDUK Kabupaten Probolinggo 

e. Penelusuran sumber internet 

f. Jurnal (online) 

E. Teknik Memperoleh Data 

Teknik meperoleh dataM dalamk penelitianm inim terdirim darim 

2(dua) yaitu tektik memperoleh data primer dan teknik memperoleh data 

sekunder dan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Teknik Memperoleh Data Primer 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada 

Kepala Desa Laweyan , Ketua Rukun Tetangga (RT), Perangkat 

Desa Laweyan, petugas loket pembuatan KTP-El di Kecamatan 
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 Zainuddin ali, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 106 
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Sumberasih Kabupaten Probolinggo, DISPENDUK Kabupaten 

Probolinggo, dan kuesioner yang diberikan pada masyarakat Desa 

Laweyan sebanyak 350 orang khususnya masyarakat yang tidak 

memiliki KTP-El.
20

 

2. Teknik Memperoleh Data Sekunder 

Studi kepustakaan dan dokumentadi melalui penelitian 

kepustakaaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan , 

buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. 
21

 

Dalam hal ini peneliti memperoleh data melalui sumber pustaka, 

arsip pemerintah Desa Laweyan,arsip data kependudukan dari 

Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih, arsip data Kecamatan 

Sumberasih Kabupaten Probolinggo, data penduduk dari 

DISPENDUK Kabupaten Probolinggo, peraturan perundang-

undangan dan melakukan penelusuran internet. Studi kepustakaan 

dan dokumen diperoleh sesuai dengan tema dan permasalahan 

penelitian.
22

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Sumber Data Primer, diolah Januari 2018 
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 Zainuddin ali, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hml 107 
22
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F. Populasi , Sampel , dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Penelitian ini populasi yang digunakan adalah mengunakan 

kuesioner sebanyak 350  Masyarakat Desa Laweyan khususnya yang 

telah wajib memiliki Kartu Tanda Pendudukn ElektronikP 

2. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini digunakan teknik 

sampel representatif dimana sampel diambil untuk mewakili keadaan 

yang sebenarnya dengan syarat objektif, memiliki variasi yang kecil,  

tepat waktu dan relevan. Peneliti mendapatkan sampel dari hasil 

wawancara terbuka secara langsung yang diperoleh dari narasumber 

Ketua Rukun Tetangga (RT) dari setiap Dusun di Desa Laweyan dan 

Wawancara secara langsung dengan Kepala Desa Laweyan dalam hal 

ini diharapkan memperoleh data yang dapat dipercaya serta 

dipertanggung jawankan apa yang telah dibicarakan. 

3. Responden 

Responden adalah narasumber yang memberikan informasi 

dari hasil Tanya jawab yang dianjurkan oleh penulis terkait dengan 

permasalahan yang diteliti. Narasumber dapat dijadikan sebagai 

responden yang meliputi sebagai berikut : 

a. Kepala Desa , dapat dianggap sebagai pihak utama yang dapat 

menjalankan peran sebagai Kepala Desa Laweyan untuk 
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meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

administrasi kependudukan. 

b. Kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa) , dapat dianggap 

sebagai pihak yang mengawasi kinerja Kepala Desa dalam 

memberikan informasi terkait dengan pertanggung jawaban 

sebagian urusan administrasi kependudukan yang berdasarkan 

asas tugas pembantuan. 

c. Ketua Rukun Tetangga (RT) , Untuk memperoleh data secara 

pasti mengenai warga dari setiap Dusun di Desa Laweyan 

d. Masyarakat Desa Laweyan  dengan mengunakan 350 

kuesioner untuk memperoleh data mengenai permasalahan 

dalam pengurusan pembuatan KTP-El 

e. DISPENDUK Kabupaten Probolinggo untuk memperoleh 

sebagian data kependudukan yang kurang jelas dari Desa. 

f. Petugas pembuatan KTP-El di Kantor Kecamatan Sumberasih 

Kabupaten Probolinggo. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif 

yaitu metode analisis data yang bertujuan menggambarkan secara cermat 

karakteristik dari fakta-fakta.
23

 Peneliti akan mendeskripsikan data hasil 

wawancara dengan Kepala Desa Laweyan dan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten 

Probolinggo Petugas loket pembuatan KTP-El di Kantor Kecamatan 

                                                           
23

 Rianto Adi , Metode Penelitian Sosiologi dan Hukum ¸ Granit , Jakarta , 2010 , 

 hlm 58 
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Sumberasih Kabupaten Probolinggo dan 350 kuesioner  Masyarakat Desa 

Laweyan yang tidak memiliki KTP-El kemudian mengolah kata-kata 

wawancara tersebut dari subyek penelitian tersebut menjadi sebuah satu 

kesatuan yang utuh terkait dengan tema penelitian.  

Dalam pengumpulan data juga dibuat suatu penelitian memberikan 

kuesioner, kuesioner merupakan instrument pengumpulan data atau 

informasi yang diperoleh ke dalam bentuk item atau pertanyaan dalam 

bentuk pertanyaan tertutup dimana pertanyaan yang membawa responden 

kejawaban yang alternative yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga 

responden tinggal memilih pada kolom yang sudah disediakan. Kuesioner 

yang dilakukan terhadap masyarakat Desa Laweyan untuk memastikan 

secara pasti permasalahan administrasi kependudukan yang alami oleh 

masyarakat Desa Laweyan secara keseluruhan dan menjadikan hasil 

penelitian lebih akurat dan jelas. Dengan mengunakan hasil 350 kuesioner 

yang telah dilakukan pada masyarakat Desa Laweyan khususnya yang 

telah wajib memiliki KTP-El.
24

 

Permasalahan yang dialami mengenai administrasi kependudukan 

oleh masyarakat Desa Laweyan memacu Penelit melakukan penelitian , 

dalam hal ini penulis terdapat jumlah penduduk Desa Laweyan sebanyak 

4875 orang, dari jumlah tersebut 3900 orang telah wajib memiliki KTP 

namun hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya dari 3900 orang 

tersebut terdapat 1544 orang yang sampai saat ini belum memiliki KTP-El. 

Dengan keterbatasan waktu peneliti mengambil sampel dengan cara 

                                                           
24
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membangi angket yang disebarkan kepada kurang lebih 350 orang dari 

jumlah penduduk Desa Laweyan yang tidak memiliki KTP-El maupun 

wawancara secara langsung dapat diklaridikasikan mengenai keberadaan 

respoden yang menjadi nara sumber dalam penelitian mengenai Fakto-

faktor yang menghambat rendahnya kesadaran masyarakat Desa Laweyan 

terhadap tertib administrasi kependudukan khusunya permasalahan dalam 

pembuatan KTP-El. Hal ini dapat dilihat identitas responden yang 

diberikan angket kuisioner oleh peneliti , sebagai berikut : 

Tabel 3.1  

Identitas Responden Berdasarkan Umur 

No Usia 

(tahun) 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1 17-20 129 

36.8 

2 20-55 164 

46.8 

3 56 keatas 57 

16.2 

Jumlah 350 100 

Sumber data : Data Primer, Diolah Januari 2018 

Dari tebel diatas dapat dilihat jumlah responden berdasarkan umur, 

terdapat 350 orang jumlah keseleuruhan yang terdiri dari usia 17-20 tahun 

129 orang, usia 20-55 tahun 164 orang dan usia 56 tahun keatas 57 orang. 

Dapat dilihat persentase tertinggi terdapat pada respoden berusia 20-55 
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tahun sebesar 46.8 persen dan persentase terendag pada usia 56 tahun 

keatas sebesar 16.2 persen dari jumlah keseluruhan.
25

 

H. Definisi Operasional 

1. Peran Kepala Desa suatu bentuk tindakan sebagaimana yang harus 

dilakukan mestinya berdasarkan kewajibanya yang telah 

ditententukan. Kepala Desa dalam pembuatan KTP-el berperan 

membantu tugas utama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

dalam penyelesaian permasalahan Administrasi Kependudukan 

khususnya pada Masyarakat Desa Laweyan yang belum memiliki 

KTP-El. 

2. Meningkatkan merupakan suatu upaya bagaimana Kepala Desa 

menambah jumlah penduduk dalam kepemilikan KTP-El dan 

penyelesaikan dalam permasalahan pembuatan KTP-el selanjutnya. 

3. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia 

tentang apa hukum atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori 

tertentu dari hidup kejiwaan dengan mana membedakan antara 

hukum dengan onrecht, antara yang seharusnya dilakukan dan tidak 

seharusnya dilakukan. 

4. Kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan KTP-El merupakan 

suatu bentuk rasa menyadari kepemilikan KTP-El dalam suatu hal 

yang penting bagi kehidupan dalam bertindak sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan dalam kenyataannya tidak setiap 
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saat ada yang mengawasi dalam pelaksanaannya yang merupakan 

perlindungan kepentingan manusia. 

5. Kepala desa adalah pemimpin tertinggi tingkat Desa mempunyai 

kewenangan lebih dalam mengurus suatu Desa 

6. Pemerintahan desa adalah Kepalal Desas ataud yangs disebutr 

dengank namam lainmm dibantu perangkat desa sebagai unsure 

penyelenggaraan Pemerintah Desa. 

7. Tugas dari kepala Desa itu sendiri adalah meyelenggarakan 

pemerintahan desa, melaksanakan sebagian urusan adminstasi 

kependudukan dan membantu adanya penyelesaian masalah yang 

dihadapi oleh warga desa tersebut. 

8. Administrasi kependudukan merupakan dokumen kependudukan 

berupa Kartu Keluarga dan/atau e-KTP 

9. Asas tugas pembantu adalah dimana suatu tugas yang diturunkan 

oleh pemerintah daerah pusat kepada pemerintah daerah Kota atau 

Kabupaten kemudian diturunkan kembali tugas tersebut kepada 

pemerintah Desa yaitu kepala desa. 

Pelaksanaan tugas Kepalas Desad berdasarkand asasf tugasd 

pembantuans dalamss pembuatans KTP-El merupakan suatu bentuk tugas 

yang diberikan pemerintah daerah sebagaimana Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil dalam membantun menyelesaikan permasalahan administrasi 

kependuduk yang terjadi di Desa , khususnya Desa Laweyan Kecamatan 

Sumberasih Kabupaten Probolinggo 


